
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2003 Nomor 47, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undarig- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 1985 
Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2014; 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2014 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR ~-z._ TAHUN 2013 

BU PAT I LAM PUNG SELATAN 

., 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta.hun 2005 tentang Dana 
Perimbanga.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

13. Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan La.ya.nan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
l~epublik Indonesia Nomor 4502), sebagaima.na. telah diubah 
denga.n Peratura.n Pemerintah Nomor 74. Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana 
telah diuba.h beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

i 

l l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka.n 
Peraturan Perundang-unda.ngan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

' . 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4421); 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah (Serita Negara Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa ka li, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Serita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

... 
l 



Rp. 182.568.846.437,00 
Rp. 1.263.374.662.687,00 

Rp. 96.670.132.450,00 
Rp. 984.135.683.800,00 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 
a. Pendapatan 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

MEMUTUSKAN: 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lampung Sela tan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 ); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran 
Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
23); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 
08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 08); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari APBD (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 (Serita Negara Tahun 2012 Nomor 540); 



Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IT dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Rp. 140.798.824.488,00 
0,00 

Rp. 150.798.824.488,00 
(Rp. 10.000.000.000,00) 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan 

Rp. 651.469.210.815,00 
Rp.1.404.173.487 .175,00 

(Rp. 140. 798.824.488,00) 

Rp. 58.169.296.000,00 
Rp. 222.222.949.413,00 
Rp. 371.076.965.402,00 

2. Belanja Langsung 
a). Belanja Pegawai 
b). Belanja Barang dan Jasa 
c). Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja ( 1 + 2 ) 
Surplus/ (Defisit) 

b. Belanja Daerah 
1. Belanja Tidak Langsung 

a). Belanja Pegawai Rp. 690.962.034.560,00 
b). Belanja Bunga Rp. 8.000.000.000,00 
c). Belanja Hibah Rp. 24.606.876.700,00 
d). Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.467 .188.300,00 
e). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 25.290.609.000,00 
f). Belanja Tidak terduga Rp. 2.377.567.800,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 752. 704.276.360,00 

•• 



TONO 
BERITA DAE H KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 

Diundangkan di Kalianda 
padatanggal 2013 
SEKRETARIS DAERAH BUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

RYC 

2013 
Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 
BUPATI LAMPUNG SE 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 5 

,. ' 
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